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Kebutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin meningkat padahal jumlah tanah tetap tidak
berkembang. Pembangunan pemerintah dilakukan untuk memajukan daerahnya. Tanah yang sudah dilekati
hak atas tanah sering menemukan masalah, oleh karena itu ada yang namanya pengadaan tanah. Pemerintah
harus memberikan penggantian yang layak kepada pemiliknya karena menyangkut dua kepentingan yaitu
kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak. Peraturan Presiden N0.65 Tahun
2006 dipakal sebagai dasar kebijakan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan
jalan Tol Bogor Outer Ring Road. Pada proses pel aksaaannya ternyata pengadaan tanah itu berjalan lambat
dari periode 2005 -2009. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif
dengan pendekatan kualitatif melalui observasi , wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan fokus
penelitian antaralain evaluasi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan , beserta
kendala dan upaya penangannya. Hasil dari penelitian setelah diadakan evaluasi terhadap pelaksanan
kebijakan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ini, yang menggunakan
Perpres N0.65 Tahun 2006 sudah tidak efektif untuk melindungi dan menjalankan kegiatan tahapan tahapan
pengadaan tanah dilihat dari fakta dilapangan dan standard yang ada pada pelaksanaan kebijakan pengadaan
tanah ini.

Human need for land isincreasingly rising while the amount of land remain undevel oped. Development is
undertaken to develop the region. Land that has clung to the land rights often find the problem, therefore no
such thing as land acquisition. government should provide adequate reimbursement to the owner because it
involves two interests are common interests and the interests of affected communities. Presidential Decree
65 of 2006 is used as the basis for the policy of land acquisition for public use in the construction of toll
roads Bogor Outer Ring Road. In the process of land acquisition pelaksaaannya apparently it runs slower
than the period of 2005 -2009. The method used by the researchersis atype of qualitative research with a
gualitative approach through observation, interviews, and documentation, with a focus on the evaluation of
the implementation of policies such as land acquisition for the construction of roads, along with constraints
and efforts workarounds. Results from the study after extensive evaluation of the implementation of land
acquisition policy for Toll Road Development Bogor Outer Ring Road, which uses regulation 65 of 2006
has been

ineffective to protect and operate phases of land acquisition stage seen from the fact that there are standards
in the field and on the this land acquisition policy implementation.
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